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Tommy Teodore Fernando, S351508039, 2017, Praktek Pologoro Terhadap Peralihan Hak 
Atas Tanah Oleh Pemerintah Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program Magister 
Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah desa mempunyai dasar 
kewenangan yang sah untuk memungut pologoro, dan untuk mengetahui penyelesaian pungutan 
pologoro di kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. 
    Penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah yang pertama menggunakan jenis penelitan 
normatif, sedangkan rumusan masalah yang kedua menggunalan jenis penelitian empiris. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sifat penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian 
di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Sumber data pada penelitian ini diperoleh data 
primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan data 
sekunder dari bahan hukum. Teknik analisis data  dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis dengan teori-teori 
yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Akhirnya data 
tersebut disajikan secara deskriptif analisis. 
    Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemerintah desa di Kecamatan Siwalan Kabupaten 
Pekalongan tidak mempunyai dasar kewenangan yang sah untuk memungut pologoro karena 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pologoro bukan jenis 
pendapatan asli desa. Penyelesaian pungutan pologoro di Kecamatan Siwalan Kabupaten 
Pekalongan dapat dilakukan melalui pengujian peraturan desa, pengujiannya dapat dilakukan 
dengan tiga cara yaitu Legislative Review, Executive Review, dan Judicial Review.  Selain 
penyelesaian tersebut pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat agar masyarakat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dibebankan/dilakukan 
oleh pemerintah desa kepada masyarakat atas perannya untuk memenuhi  prosedur pendaftaran 
peralihan hak atas tanah. 
    Berdasarkan uraian diatas maka untuk menciptakan kepastian hukum, pemerintah Kabupaten 
Pekalongan dapat memberikan pelatihan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa tentang pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan perundang-undangan. 











Tommy Teodore Fernando, S351508039, 2017, Pologoro Practice on The Land Rights 
Transition by The Village Government Depok Siwalan Sub-District of Pekalongan Regency 
Based on Law Number 6 Year 2014 About Village. Notary Public Magister Program 
Sebelas Maret University Surakarta 
This research aimed to determine whether village government has a legal authority to 
collect pologoro, and to know the settlement of pologorocharge in Siwalan sub-district 
Pekalongan regency. 
To answer the first problem statement in this research, normative research type was used, 
while empirical research was used for the second problem statement. This research was 
conducted by using qualitative research, with the research location was in Siwalan Sub-district of 
Pekalongan Regency. Sources of data in this study were primary data and secondary data. 
Primary data collection was done by using interview and secondary data was obtained from law 
materials. Data analysis technique in this research used qualitative approach with descriptive 
analysis method. The data obtained were analyzed with the relevant theories then conclusion 
wasdrawn to answer the problem statements. Finally, the data were presented in descriptive 
analysis. 
Based on the results of the research, the village government in Siwalan Sub-district 
Pekalongan Regency has no legal authority to collect pologoro because based on Law Number 6 
Year 2014 About Villages, pologoro is not the original income type of village. Completion of 
pologorocharge in Siwalan Sub-district of Pekalongan Regency can be done through testing of 
village regulations. The test can be done in three ways namely Legislative Review, Executive 
Review, and Judicial Review. In addition to the settlement, the government of Pekalongan 
Regency can inform to the community so that the community knows what may and should not be 
charged / done by the village government to the community for its role to fulfill the procedure of 
registration of land rights transfer. 
Based on the description above, to create legal certainty, the government of Pekalongan 
Regency can provide a training program to the village government and Village Consultative 
Board about the making of village regulations in accordance with the legislation. 
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